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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Uraian Diatas, penulis berpendapat bahwa Justice 

Collaborator berperan dalam peradilan tindak pidana korupsi antara lain: 

Memberikan keterangan dalam proses peradilan yang jelas dan lengkap sesuai 

dengan apa yang terjadi sebenarnya, Membantu aparat penegak hukum dalam 

mengungkap pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut, Bekerjasama 

dengan aparat penegak Hukum untuk mengungkap aliran dana dari tindak pidana 

korupsi, Membantu aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara korupsi. 

Peran yang telah dilakukan oleh Irwan Hermawan sebagai justice collaborator 

dirinya akan mendapatkan perlindungan hukum berupaJuga mendapatkan 

perlindungan hukum berupa: Penghargaan hukum berupa pengurangan hukuman 

dari yang seharusnya, namun untuk perlindungan fisik dan psikis (bebas dari 

ancaman) yang juga seharusnya didapatkan oleh Irwan Hermawan dalam hal ini 

seorang Irwan Hermawan belum mendapatkan hal tersebut dengan baik atau bisa 

dikatakan bahwa ancaman tersebut masih tetap ada bahkan ketika Irwan Hermawan 

telah ditetapkan sebagai Justice Collaborator dimana seharusnya hal tersebut 

menjadi hak yang dimiliki oleh Irwan Hermawan sebab sudah diatur dalam SEMA 

No. 4 Tahun 2011. 

 

B. Saran 
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Perlindungan fisik dan psikis atau menjamin seorang Justice 

Collaborator dari berbagai ancaman merupakan hal yang penting untuk 

diperhatikan, sebab hal tersebut sudah menjadi hak yang dimiliki oleh seorang 

Justice Collaborator, serta menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum 

untuk melindungi saksi pelaku yang telah bekerjasama dalam melakukan 

pengungkapan tindak pidana korupsi yang terjadi. Terjaminnya keamanan 

seorang saksi pelaku yang bekerjasama akan memberikan ruang seluas-luasnya 

untuk justice collaborator dalam memberikan keterangan yang sgnifikan dan 

sangat membantu aparat penegak Hukum dalam melakukan pengungkapan 

tindak pidana Korupsi, sehingga perlindungan hukum berupa perlindungan 

fisik dan psikis terhadap justice collaborator dianggap sebagai indikator yang 

penting untuk diterapkan.  
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